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BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

  PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR  22   TAHUN 2022 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 25 TAHUN 2014 

TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM 

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT 

PERTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI GRESIK, 

 

Menimbang   :   a. bahwa pengaturan terkait Penggunaan Dana Kapitasi 

Jaminan Kesehatan untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 

Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah telah diatur 

dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2014 

tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi 

Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Nomor 24 Tahun 2017; 

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan 

Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya 

Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan 

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, 

maka Peraturan Bupati Gresik 25 Tahun 2014 tentang 

Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program 

Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
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Nomor 24 Tahun 2017 sudah tidak sesuai, sehingga perlu 

dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati 

Gresik Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan 

Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Program Jaminan 

Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; 

 

Mengingat  :   1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5063);  

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);   

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4654);  

7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan 

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 

81); 

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 29); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 

tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapakali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

33);  
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10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 874); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);  

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan 

Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 761); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan 

dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam 

Pemanfaatan Dana Kpitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 315); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik 
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(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 

18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 

Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 

Nomor 24); 

17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata 

Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 70); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

BUPATI GRESIK NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG 

PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI 

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS 

KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN GRESIK. 

 

Pasal 1 

 Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2014 tentang 

Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Program 

Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2014 Nomor 740) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 

Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non 

Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2017 Nomor 

24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk jasa pelayanan 

kesehatan dan dukungan biaya operasional fasilitas kesehatan 
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tingkat pertama di Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 

dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri 

Kesehatan yang mengatur tentang penggunaan jasa pelayanan 

kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan 

kesehatan dalam pemanfaatan dana kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

milik Pemerintah Daerah sejak Bulan Mei Tahun 2022. 
 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal 31 Mei  2022 
 

BUPATI GRESIK, 

 

Ttd. 

 

FANDI AKHMAD YANI 
 

Diundangkan di Gresik 

pada tanggal 31 Mei  2022 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GRESIK, 

Ttd. 

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT. 

       Pembina Utama Muda 

 NIP. 19661027 199803 1 001 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 22 


